KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA-022.04.1.412772/2026

DS:7429-4364-5260-7004

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

D.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

1. Kementerian Negara/Lembaga
2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

Sebesar

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

(022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(04) Ditjen Perhubungan Laut
(01) DKI JAKARTA

(412772) KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Rp. 403.979.825.000

( EMPAT RATUS TIGA MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

04 EKONOMI

04.08 TRANSPORTASI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir
. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni Rp. 327.579.716.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0

2. PNBP Rp. - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 76.400.109.000 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0

5. Hibah Langsung Rp. 0

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0

Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 403.979.825.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

N o g wWwN e

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
AN. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-022.04.1.412772/2026

DS:7429-4364-5260-7004

Satker 1 (412772) KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

GA Program Infrastruktur Konektivitas Rp. 76.400.109.000
GA.4661 Penunjang Teknis Transportasi Laut Rp. 76.400.109.000
WA Program Dukungan Manajemen Rp. 327.579.716.000
WA.4631 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut Rp. 24.105.068.000
WA.4632 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut Rp. 277.389.722.000
WA.4633 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut Rp. 6.745.065.000
WA.4634 Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut Rp. 19.339.861.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar SertififgaghiektronikgSrk), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Kementerian Negara/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 022.04.1.412772/2026
I A. INFORMASI KINERJA

1 (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

: (04) Ditjen Perhubungan Laut

: (01) DKI JAKARTA

: (412772) KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

DS:7429-4364-5260-7004

Halaman: |A. 1

Program
Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output

022.04.GA Program Infrastruktur Konektivitas
4661 Penunjang Teknis Transportasi Laut

1. 01 Presentase Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Internal

2. 02 Presentase Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal

3. 03 Presentase Terpenuhinya Layanan Manajemen Kinerja Internal

4, 04 Presentase Terpenuhinya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

5. 05 Presentase Terpenuhinya Data dan Informasi Publik
4661.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 34,00
01 AFA.001 Studi 34.00
4661.BIF Pengawasan dan Pengendalian Layanan 76,00
01 BIF.001 Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Transportasi 76.00
4661.CBT Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 1,00
01 CBT.001 Software 1.00
4661.CDS OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 2,00
01 CDS.001 OM Software 1.00
02 CDS.002 OM Hardware 1.00

NSPK, Rancangan Standar, Pedoman,
Standar
NSPK

Layanan, Laporan

Layanan

Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi

Unit

Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi

Unit
Unit

76.400.109.000

76.400.109.000

28.677.706.000

28.677.706.000

14.377.334.000

14.377.334.000

15.000.000.000

15.000.000.000

5.300.000.000

2.900.000.000
2.400.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 022.04.1.412772/2026

DS:7429-4364-5260-7004
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : (04) Ditjen Perhubungan Laut
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker 1 (412772) KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
Halaman: | A. 2
Klasifikasi Rincian Output 5 . 4661.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 5,00 Unit, m2, Paket 13.045.069.000
Rincian Output . 01 EBB.951 Layanan Sarana Internal 1.00 Unit 9.445.069.000
02 EBB.971 Layanan Prasarana Internal 4.00 Unit 3.600.000.000
Program . 022.04.WA Program Dukungan Manajemen 327.579.716.000
Kegiatan 1 4631 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut 24.105.068.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01 Presentase Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Internal
2. 02 Presentase Terpenuhinya Layanan Manajemen SDM Internal
Klasifikasi Rincian Output 1 . 4631.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,00 Layanan, Laporan, Dokumen, 5.566.000.000
Rekomendasi, Unit
Rincian Output . 01 EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00 Layanan 5.566.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2 . 4631.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 2.338,00 Orang, Layanan, Rekomendasi 18.539.068.000
Rincian Output - 01 EBC.954 Layanan Manajemen SDM 2338.00 Orang 18.539.068.000
Kegiatan T 4632 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut 277.389.722.000
1. 01 Presentase Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Internal
2. 02 Persentase Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal
3. 03 Presentase Terpenuhinya Layanan Manajemen Kinerja Internal
Klasifikasi Rincian Output 3 . 4632.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 10,00 Layanan, Laporan, Dokumen, 247.574.068.000
Rekomendasi, Unit
Rincian Output . 01 EBA.956 Layanan BMN 6.00 Layanan 10.183.554.000
02 EBA.962 Layanan Umum 3.00 Layanan 43.349.096.000
03 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 194.041.418.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 022.04.1.412772/2026
I A. INFORMASI KINERJA

DS:7429-4364-5260-7004

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : (04) Ditjen Perhubungan Laut
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker 1 (412772) KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
Halaman: | A. 3
Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit
Klasifikasi Rincian Output 4 . 4632.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 18,00 Dokumen, Layanan, Laporan, 29.815.654.000
Rekomendasi
Rincian Output . 01 EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 8.00 Dokumen 11.061.375.000
02 EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 10.00 Dokumen 18.754.279.000
Kegiatan © 4633 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut 6.745.065.000
Indikator Kinerja Kegiatan : 1. 01 Presentase Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Internal
Klasifikasi Rincian Output 5 . 4633.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 2,00 Layanan, Laporan, Dokumen, 6.745.065.000
Rekomendasi, Unit
Rincian Output . 01 EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 1.00 Layanan 5.532.565.000
02 EBA.963 Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan 1.212.500.000
Kegiatan © 4634 Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut 19.339.861.000
1. 01 Presentase Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Internal
Klasifikasi Rincian Output 6 . 4634.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 146,00 Layanan, Laporan, Dokumen, 19.339.861.000
Rekomendasi, Unit
Rincian Output . 01 EBA.957 Layanan Hukum 96.00 Layanan 18.082.579.000
02 EBA.969 Layanan Bantuan Hukum 50.00 Unit 1.257.282.000
Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik MUHAMMAD MASYHUD

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). NIP. 197006221998031001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 022.04.1.412772/2026

DS:7429-4364-5260-7004

| B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (04) Ditjen Perhubungan Laut
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker 1 (412772) KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
Halaman: IB. 1
Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2026 Rp. 403.979.825.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing us$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 327.579.716.000 (2) RPLN uss 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing us$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN us$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dokumen ini telah ditandatanganj secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 022.04.1.412772/2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:7429-4364-5260-7004

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (04) Ditjen Perhubungan Laut
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker 1 (412772) KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT Halaman : II. 1
Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
412772 |KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 123.057.850 271.476.906 9.445.069 - - 403.979.825
022.04.GA|Program Infrastruktur Konektivitas - 66.955.040 9.445.069 - - 76.400.109
4661 |Penunjang Teknis Transportasi Laut - 66.955.040 9.445.069 - - 76.400.109
4661.AFA[Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria - 28.677.706 - - - 28.677.706 01.51
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)
04|PNBP - 28.677.706 - - - 28.677.706 133@
4661.BIF|Pengawasan dan Pengendalian Layanan - 14.377.334 - - - 14.377.334] 01.51
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)
04|PNBP - 14.377.334 - - - 14.377.334 133@
4661.CBT |Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - 15.000.000 - - - 15.000.000 01.51
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)
04|PNBP - 15.000.000 - - - 15.000.000 133@
4661.CDS|OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - 5.300.000 - - - 5.300.000, 01.51
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 022.04.1.412772/2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:7429-4364-5260-7004

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (04) Ditjen Perhubungan Laut
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker 1 (412772) KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT Halaman - II. 2
Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04|PNBP - 5.300.000 - - - 5.300.000 133@
4661.EBB|Layanan Sarana dan Prasarana Internal - 3.600.000 9.445.069 - - 13.045.069| 01.51
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)
04|PNBP - 3.600.000 9.445.069 - - 13.045.069| 133@
022.04.WA [Program Dukungan Manajemen 123.057.850 204.521.866 - - - 327.579.716
4631|Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut - 24.105.068 - - - 24.105.068
4631.EBA |Layanan Dukungan Manajemen Internal - 5.566.000 - - - 5.566.000, 01.51
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)
01{RM - 5.566.000 - - - 5.566.000f 133@
4631.EBC|Layanan Manajemen SDM Internal - 18.539.068 - - - 18.539.068] 01.51
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)
01|RM - 18.539.068 - - - 18.539.068| 133@
4632 |Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut 123.057.850 154.331.872 - - - 277.389.722

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 022.04.1.412772/2026

II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:7429-4364-5260-7004

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (04) Ditjen Perhubungan Laut
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
Kode/Nama Satker 1 (412772) KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT Halaman : II. 3
Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
SELURUH REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4632.EBA|Layanan Dukungan Manajemen Internal 123.057.850 124.516.218 - - - 247.574.068] 01.51
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)
01|RM 123.057.850 124.516.218 - - - 247.574.068, 133@
4632.EBD |Layanan Manajemen Kinerja Internal - 29.815.654 - - - 29.815.654) 01.51
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)
01{RM - 29.815.654 - - - 29.815.654] 133@
4633|Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut - 6.745.065 - - - 6.745.065
4633.EBA |Layanan Dukungan Manajemen Internal - 6.745.065 - - - 6.745.065( 01.51
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)
01|RM - 6.745.065 - - - 6.745.065 133@
4634 |Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut - 19.339.861 - - - 19.339.861
4634.EBA|Layanan Dukungan Manajemen Internal - 19.339.861 - - - 19.339.861| 01.51
(01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)
01|RM - 19.339.861 - - - 19.339.861 133@
JUMLAH 123.057.850 271.476.906 9.445.069 - - 403.979.825

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jakarta, 01 Desember 2025

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd.

MUHAMMAD MASYHUD
NIP. 197006221998031001




Kementerian Negara/Lembaga : (022)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 022.04.1.412772/2026
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:7429-4364-5260-7004

Unit Organisasi : (04) Ditjen Perhubungan Laut
Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA
. Halaman : I1l. 1
Kode/Nama Satker : (412772) KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO  KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
U a12772 KANTOR PUSAT DITJEN
PERHUBUNGAN LAUT
RENCANA PENARIKAN DANA 33.664.701 33.664.701 33.664.701] 33.664.701] 33.664.701 33.664.701 33.664.701] 33.664.701 33.664.701 33.664.701] 33.664.701 33.668.114] 403.979.825]
BELANJA PEGAWAI 10.254.813] 10.254.813] 10.254.813] 10.254.813] 10.254.813] 10.254.813] 10.254.813] 10.254.813] 10.254.813] 10.254.813] 10.254.813 10.254.907 123.057.850
BELANJA BARANG 22.622.804 22.622.804 22.622.804 22.622.804 22.622.804 22.622.804] 22.622.804 22.622.804 22.622.804] 22.622.804 22.622.804 22.626.062] 271.476.906}
BELANJA MODAL 787.084] 787.084] 787.084 787.084] 787.084] 787.084] 787.084] 787.084] 787.084] 787.084] 787.084 787.145] 9.445.069
022.04.GA.4661 Penunjang Teknis Transportasi Laut 6.366.646] 6.366.646, 6.366.646] 6.366.646] 6.366.646] 6.366.646, 6.366.646] 6.366.646] 6.366.646, 6.366.646] 6.366.646 6.367.003] 76.400.109)
| 52 BELANJA BARANG DAN JASA | = 5579562 5579562 5579562 5579562 5579562 ¢ 5579562 5579562 ¢ 5579562 5579562 ¢ 5579562 5579562 5579.858]  66.955.040
53 BELANJA MODAL 787.084 787.084 787.084 787.084 787.084 787.084 787.084 787.084 787.084 787.084 787.084 787.145) 9.445.069
022.04.WA.4631 | Pengelolaan Organisasi dan SDM 2.008.672 2.008.672 2.008.672 2.008.672) 2.008.672 2.008.672 2.008.672) 2.008.672 2.008.672 2.008.672) 2.008.672 2.009.676 24.105.068
Transportasi Laut
52 BELANJA BARANG DAN JASA 2.008.672) 2.008.672 2.008.672 2.008.672] 2.008.672) 2.008.672) 2.008.672] 2.008.672) 2.008.672) 2.008.672] 2.008.672 2.009.676| 24.105.068
022.04.WA.4632 | Pengelolaan Perencanaan, 23.115.675 23.115.675) 23.115.675 23.115.675 23.115.675 23.115.675 23.115.675 23.115.675 23.115.675) 23.115.675 23.115.675 23.117.297 277.389.722)
Keuangan, BMN dan Umum
Transportasi Laut
51 BELANJA PEGAWAI 10.254.813] 10.254.813] 10.254.813] 10.254.813] 10.254.813] 10.254.813] 10.254.813] 10.254.813] 10.254.813] 10.254.813] 10.254.813 10.254.907 123.057.850
52 BELANJA BARANG DAN JASA 12.860.862] 12.860.862] 12.860.862 12.860.862 12.860.862] 12.860.862] 12.860.862 12.860.862] 12.860.862] 12.860.862 12.860.862 12.862.390 154.331.872
022.04.WA.4633 | Pengelolaan Komunikasi dan 562.067] 562.067] 562.067] 562.067] 562.067] 562.067] 562.067] 562.067] 562.067] 562.067] 562.067 562.328| 6.745.065)
Informasi Publik Transportasi Laut
52 BELANJA BARANG DAN JASA 562.067| 562.067| 562.067| 562.067 562.067| 562.067| 562.067 562.067| 562.067 562.067 562.067 562.328 6.745.065)
022.04.WA.4634 | Legislasi dan Litigasi Transportasi 1.611.641 1.611.641 1.611.641 1.611.641 1.611.641 1.611.641 1.611.641 1.611.641 1.611.641 1.611.641 1.611.641 1.611.810) 19.339.861]
Laut
52 BELANJA BARANG DAN JASA 1.611.641 1.611.641 1.611.641] 1.611.641] 1.611.641 1.611.641 1.611.641] 1.611.641 1.611.641 1.611.641] 1.611.641 1.611.810) 19.339.861]
PERKIRAAN PENERIMAAN 158| 158] 158 158 158| 158] 158 158| 158] 158 158 162 1.900

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Kementerian Negara/Lembaga : (022)

Unit Organisasi

: (04) Ditjen Perhubungan Laut

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 022.04.1.412772/2026
[Il. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:7429-4364-5260-7004

Provinsi 1 (01) DKI JAKARTA

Halaman : 11I. 2

Kode/Nama Satker : (412772) KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT (dalam ribuan rupiah)
RENCANA PENARIKAN
NO KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS | SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 162 1.900]

- PNBP (425151)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd.

MUHAMMAD MASYHUD
NIP. 197006221998031001



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR :

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi

Provinsi

Kode dan Nama Satker

: [04] Ditjen Perhubungan Laut
: [01] DKI JAKARTA
: [412772] KANTOR PUSAT DITIJEN PERHUBUNGAN LAUT

DIPA- 022.04.1.412772/2026 ‘““HNH“WH“NH “ H m H“H“H “HHN H“

IWVA.BLOKIR DS:7429-4364-5260-7004

Halaman: IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN KODE URAIAN
412772 KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 50.323.949 Tidak Dapat Dicalrkan Rp. 2:405.970
. Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
52 Belanja Barang Rp. 49.850.616 o ] ) ) ) )
) Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
53 Belanja Modal Rp. 473.333 ) ) ) R
- 4661.CBT| Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
022.04.GA | Program Infrastruktur Konektivitas
4661 | Penunjang Teknis Transportasi Laut 521211 Belanja Bahan(-PNBP) . . o .
— Catatan belum dapat dilaksanakan sebelum dilengkapi Rekomendasi dari Pustikom
4661.AFA| Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria . o
) . . Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP) . R . .
) o Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.550 . o . . : . .
) Lo . . Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
. 4661.CDS| OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
522131 Belanja Jasa Konsultan(PNBP) 521211 Belania Bahan(PNBP
) . elanja Bahan
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 400.710 . : .. ¢ )
. L i . Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.000
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan ) . . )
) o ) ) ) ) . Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait . - . . . . .
. Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
4661.BIF| Pengawasan dan Pengendalian Layanan
. 4661.EBB| Layanan Sarana dan Prasarana Internal
521211 Belanja Bahan(PNBP) . .
) . 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 125.235 . o
) R . . Tidak Dapat Dicairkan Rp. 473.333
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan . o . .
. o . . ) . . Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait . . . . . . .
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP) .
) o 022.04.WA | Program Dukungan Manajemen
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 183.020 L .
) o . . 4631 | Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan -
. o ) . ) . . 4631.EBA| Layanan Dukungan Manajemen Internal
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait .
521211 Belanja Bahan(RM)
522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 135.760
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.500 Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
Tiidak sesuai dengan standar biaya (perlu data dukung dan rincian : - . ' . . .
9 ya (p 9 ) Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait .
522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Kementerian Negara/Lembaga

Unit Organisasi

Provinsi

Kode dan Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-022.04.1.412772/2026
IVA.BLOKIR

: [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
: [04] Ditjen Perhubungan Laut
: [01] DKI JAKARTA

: [412772] KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

DS:7429-4364-5260-7004

Halaman: IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN KODE URAIAN
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 200.000 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 888.272
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
522151 Belanja Jasa Profesi(RM) 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.400 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 200.329
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.223.720 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 129.900
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) 4632 | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Laut
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.600 4632.EBA| Layanan Dukungan Manajemen Internal
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan 521211 Belanja Bahan(RM)
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Tidak Dapat Dicairkan Rp. 823.033
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 99.120 Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Tidak Dapat Dicairkan Rp. 263.988
4631.EBC| Layanan Manajemen SDM Internal Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
521211 Belanja Bahan(RM) Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 272.805 522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan Tidak Dapat Dicairkan Rp. 243.200
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 195.100 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.823.573
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan (tidak dilengkapi detail kegiatan)
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Kementerian Negara/Lembaga

Unit Organisasi

Provinsi

Kode dan Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA-022.04.1.412772/2026

IVA.BLOKIR

: [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
: [04] Ditjen Perhubungan Laut
: [01] DKI JAKARTA

: [412772] KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

DS:7429-4364-5260-7004

Halaman: IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN KODE URAIAN
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.086.870 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.708.016
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.025.940 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.000.688
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.016.750 Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.282.320
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
4632.EBD| Layanan Manajemen Kinerja Internal 4633 | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut
521211 Belanja Bahan(RM) 4633.EBA| Layanan Dukungan Manajemen Internal
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 687.951 521211 Belanja Bahan(RM)
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan Tidak Dapat Dicairkan Rp. 131.171
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 266.823 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan Tidak Dapat Dicairkan Rp. 686.000
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 120.800 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.000
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.017.126 4634 | Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut

Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan (Belum ada detail kegiatan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-022.04.1.412772/2026

IWVA.BLOKIR DS:7429-4364-5260-7004

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : [04] Ditjen Perhubungan Laut
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Halaman: IV.A. 4
Kode dan Nama Satker : [412772] KANTOR PUSAT DITIJEN PERHUBUNGAN LAUT (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

4634.EBA| Layanan Dukungan Manajemen Internal

521211 Belanja Bahan(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 72.402
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.879.384
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 320.486
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.696.104
Tidak sesuai prioritas dan urgensi kegiatan, serta asaskepatutan
Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik MUHAMMAD MASYHUD

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). NIP. 197006221998031001



Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi

Provinsi

Kode dan Nama Satker

: [04] Ditjen Perhubungan Laut
: [01] DKI JAKARTA
: [412772] KANTOR PUSAT DITIJEN PERHUBUNGAN LAUT

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA-022.04.1.412772/2026
IWVB.CATATAN

DS:7429-4364-5260-7004

Halaman: IV.B. 1

(dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN
412772 KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
022.04.GA | Program Infrastruktur Konektivitas
4661 | Penunjang Teknis Transportasi Laut
4661.CBT| Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Rp. 30.000
521211 | Belanja Bahan
* belum dapat dilaksanakan sebelum dilengkapi Rekomendasi dari Rp. 15.000
Pustikom
521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya
* belum dapat dilaksanakan sebelum dilengkapi Rekomendasi dari Rp. 15.000

Pustikom

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jakarta, 01 Desember 2025
a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd.
MUHAMMAD MASYHUD
NIP. 197006221998031001



